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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR  081  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0167 TAHUN 2017 
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai Unit
Pelayanan Kesehatan dan memperhatikan keberlanjutan,
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta
kompetisi yang sehat, maka perlu dilakukan perubahan tarif
pada Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch.
Ansari Saleh Banjarmasin;

b. bahwa Peraturan Gubemur tentang Tarif Pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh
Banjarmasin belum mengatur tentang Tarif Stroke Center

dan Neurointervensi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa
tarif layanan diusulkan oleh Pimpinan Badan Layanan
Umum Daerah kepada Kepala Daerah, untuk kemudian
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Nomor 0167 Tahun 2017 tentang
Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif
di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 531);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);
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26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0167
Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sak.it
Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 082 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0167
Tahun 201 7 ten tang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sak.it
Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
Nomor 82);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0167 TAHUN 2017 
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH dr. H. MOCH. ANSARI SALEH BANJARMASIN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0167 
Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. 
Ansari Saleh Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 
Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 082 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 0167 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2021 Nomor 82), diubah sebagai berikut: 

1. Mengubah Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran XN, Lampiran XV,
Lampiran XVI, Lampiran XXX, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII,
Lampiran XL, dan Lampiran L Peraturan Gubernur Nomor 0167 Tahun 2017
tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sak.it Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari
Saleh Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 082 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0167 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada
Rumah Sak.it Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Menambahkan Lampiran LI, Lampiran Lil, Lampiran LIii, dan Lampiran LIV
pada Peraturan Gubernur Nomor O 167 Tahun 201 7 tentang Tarif Pelayanan
pada Rumah Sak.it Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 082
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 0167 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sak.it Umum
Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 09 Desember 2022

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 09 Desember 2022

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR f( 
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